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PUTUSAN
Nomor 1899/Pdt.G/2016/PA.Smd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah
menjatuhkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat
yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ilbu

Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, dalam hal ini

mewakilkan kepada SADAM KHOLIK, S.H

Advokat, dari kantor "LBH KALTIM"” Alamat : Jalan Jend. Ahmad Yani No. 26

TIp. (0541) 7770536 Samarinda - Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 22 Desember 2016, terdaftar dikepaneteraan perkara nomor:

W 17 — AI/1899/HK.05/X1I/2016, tgl 22 Desember 2016, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan
Serabutan, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebui;
Telah mempelajari berkas perkara tersebut;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 08 Desember
2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan

register Nomor 1899/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 08 Desember 2016,

mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari
Minggu tanggal 03 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah
1434 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam
Duplikat Akta Nikah Nomor : 1315/71/X1/2013 tanggal 06 Mei 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orangtua Tergugat di KOTA SAMARINDA selama 1 bulan, kemudian
berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah orangtua Penggugat di KOTA
SAMARINDA selama 1 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang
anak bernama ANAK | PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda
tanggal 01 September 2014 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan
Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2013 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisinan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah
menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama WIL, hal tersebut
Penggugat ketahui dari isi BBM di handphone Tergugat yang berisi kata-kata
mesra, seperti sayang, janjian bertemu dan lain-lain, kemudian setelah melihat itu,
Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat, awalnya Tergugat tidak
mengakuinya, namun setelah Penggugat mendesak Tergugat secara terus menerus,
Tergugat pun mengakui kepada Penggugat, bahwa Tergugat telah menjalin
hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat juga sering tidak jujur/tidak
terbuka dalam hal keuangan, baik dalam masalah gaji/penghasilan, maupun sistem
pengelolaannya.  Apabila Penggugat menanyakannya kepada Tergugat tentang
penghasilannya, namun Tergugat hanya menjawab syukuri saja apa yang ada.
Akibatnya kebutuhan rumah tangga menjadi kurang dan untuk mencukupinya
Penggugat dibantu oleh orangtua Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan

rumah tangga demi anak Penggugat dan Tergugat serta dengan harapan Tergugat

mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun
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Tergugat tidak mau menunjukkan i’tkad bak untuk menjaga keutuhan rumah
tangga;

7. Bahwa puncak perselisinan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
tersebut terjadi pada bulan September tahun 2016, dan sejak itu pula Tergugat
meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan
Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak
sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu
Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Samarinda Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-adilnya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya.
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Dalam persidangan diadakan perbaikan gugatan;
Adapun Poin -poin gugatan yang di perbaiki adalah sebagai berikut :

1. Pada uraian posita poin 3 semula berbunyi :
Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai

1 orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT Ilahir di
Samarinda tanggal 01 September 2014 dan anak tersebut sekarang

berada dalam asuhan Penggugat.

Di ubah menjadi : Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat
tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN
TERGUGAT lahir di Samarinda tanggal 01 September 2014 dan anak
tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang, didikan, dan Perhatian
dari seorang ibu mengingat usia anak tersebut yang masih berumur dua
tahun empat bulan, dan selama ini cenderung lebih dekat dengan ibunya
dan juaga saat ini anak tersebut dalam asuhan ibunya, maka wajar bila
mana penggugat berhak mengasuh anak tersebut sampai kelak umurnya

dewasa dan mandiri.
2. Pada uraian Petitum semula berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku

Atau apabila Pengadilan Agama samarinda berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil —adilnya.
Di Ubah menjadi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
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3. Menetapkan hak pemeliharaan anak (hadhanah) atas anak Pengugat
dan Tergugat yang bernamabernama ANAK I PENGGUGAT DAN
TERGUGAT lahir di Samarinda tanggal 01 September 2014,
diserahkan kepada Penggugat, hingga anak tersebut dewasa;

4. Membebankan biyaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Atau Apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil — adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
nyata hadir menghadap ke persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya,
sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya,
meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dengan
jalan memberi nasehat kepada Penggugat melalui kuasanya selaku pihak yang
hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga
yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasanya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah
mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah
atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 1315/71/X1/2013 tanggal 06 Mei
2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kota Samarinda, bermaterai cukup dan telah cocok
sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, kuasa Penggugat juga

menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :
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SAKSI |, umur 42 tahun, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung
Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang
menikah pada tanggal 03 Nopember 2013 M, saksi ikut menghadiri
pernikahan tersebut;

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat
tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun,
dan selama berumah tangga sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK
| PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda tanggal 01 September
2014 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun
dan harmonis, namun sejak Desember 2013 sampai sekarang rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering
berselisin dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin
hubungan asmara dengan wanita lain, dan Tergugat sangat kurang dalam
hal nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sedangkan Penggugat tetap
berkelakuan baik;

- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak September 2016
antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan
sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan berturut-turut, dan
selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat,
termasuk saksi sendiri telah bermusyawarah dan berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena
Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

SAKSI ll, umur 40 tahun, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman

Penggugat;
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- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang
menikah pada tanggal 03 Nopember 2013 M, saksi ikut menghadiri
pernikahan tersebut;

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat
tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun,
dan selama berumah tangga sudah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun
dan harmonis, namun sejak Desember 2013 sampai sekarang rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering
berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin
hubungan asmara dengan wanita lain, dan Tergugat sangat kurang dalam
hal nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sedangkan Penggugat tetap
berkelakuan baik;

- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak September 2016
antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan
sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan berturut-turut, dan
selama itu keduanya sudah tidak saling menghiraukan;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan Tergugat,
termasuk saksi sendiri telah bermusyawarah dan berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena
Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara
lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan
Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada

pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan memberikan penasehatan pada
setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun kembali pada
Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka
ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.l. Nomor 1
Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran
kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada
pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,
karena berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat menjalin
hubungan asmara dengan wanita lain Puncaknya antara Penggugat dan
Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan putusan ini dijatuhkan
sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan, dan selama pisah tersebut sudah
tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan
tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
ke persidangan sebagai wakillkuasanya meskipun Pengadilan Agama
Samarinda telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat
diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg. Hal ini sesuai pula
dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Il
halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut :

Ay 438 5la Ane ol o) sl 53 ad J4
Artinya :  “Apabila Tergugat taazzuz (membangkang) atau bersembunyi atau

ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian’;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis
Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil

gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang
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menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan,
maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ?

- Apakah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta
sudah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti surat (P.) dimana alat bukti surat tersebut merupakan
akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 285 Rbg, karenanya
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat
diterima;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan
2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan
keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya
dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat
sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo.
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134
Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti
Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Penggugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama
Samarinda terbukti dari bukti keterangan Penggugat serta keterangan
saksi-saksi;

2. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin
menurut Hukum Islam dan keduanya sampai saat ini masih beragama Islam
yang menikah pada tanggal 03 Nopember 2013, terbukti dengan bukti P.,
dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat merupakan orang
yang mempunyai dasar hukum (legal standing) dalam perkara ini;

3. Perkara ini adalah perkara Cerai Gugat berdasarkan surat gugatan

Penggugat tersebut diatas berarti masih bagian dari bidang perkawinan
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menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka berdasar
tiga fakta tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa perkara ini
termasuk wewenang Pengadilan Agama;

4. Antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah terus
menerus berselisin dan bertengkar dan sudah tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan bahkan sudah berpisah tempat
tinggal selama kurang lebih 4 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat
bahwa alasan cerai gugat tersebut telah beralasan hukum dan harus
diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat,
dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi
bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar
dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal
33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi
Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana
terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan,
antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar
bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun berturut-turut
dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka
patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk
bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan
rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak
dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar
masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya

sendiri;
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Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu
mengetengahkan pendapat ahli figih dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman
248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :
Lefie (i 3l ol g2 dne B eI (US55 Gl i) 5l dum s 30 Ay pmldl) (o Lalses cuf 130

Al dill Leilla Laginy 7 3baY) (o (o0l Jae s

Artinya: ‘Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan
bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya

perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan

yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat

menceraikannya dengan talak bain’.

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-perimbangan tersebut, maka
Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat
telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam
penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan
dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti
fakta kejadian sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian;
2. Anak Penggugat dan Tergugat sekarang baru berusia 2 tahun 5 bulan;
3. Tergugat tidak menghiraukan dan sangat menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Karena terjadi perceraian, anak ikut siapa;

2. Ternyata anak masih dibawah umur;

3. Tergugat tidak menghiraukan keluarganya yang kepribadiannya
menghawatirkan masa depan anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam ajaran Islam, sehingga memaksakan anak

Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2016/PA.Smd. 11

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada pada asuhan ayahnya akan menimbulkan kemudharatan bagi
masa depan anak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan
sebagaimana kaidah ushul figh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai

sandaran pertimbangan, yaitu:

LAl YE Hi
C...mn,q.l.:{-\fl.c-m.l...m £y

Artinya :  “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik
kemaslahatan®;

Ot gl
Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan®;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 49
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 156
Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang dibawah umur diasuh oleh ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim berpendapat hak asuh anak jatuh pada ibu

kandungnya/Penggugat oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan perlu
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk
mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang mempunyai kekuatan
hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud
dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat’ termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Menetapkan hak pemeliharaan anak (hadhanah) atas anak Pengugat
dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT
lahir di Samarinda tanggal 01 September 2014, diserahkan kepada
Penggugat, hingga anak tersebut dewasa;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Samarinda Utara, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.
490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2017 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 06 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, Drs. Ahmad Ziadi sebagai
Ketua Majelis, H. Ali Akbar, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.l.
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum,
dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Hj. Siti Asmah, S.Ag. sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak Penggugat tanpa dihadiri
Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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H. Ali Akbar, S.H., M.H. Dra. Hj. Rozanah,S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Asmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-

- Proses Rp. 50.000,-

- Panggilan Rp. 355.000,-

- Redaksi Rp. 5.000,-

- Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 490.000,-

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
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Samarinda, 05 Januari 2017
Disalin sesuai aslinya
Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag.
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